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ABSTRAK
TINDAKAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK JIKA VISUM ET
REVERTUM TIDAK MENCANTUMKAN KETERANGAN
TANDA KEKERASAN PADA KORBAN PERKOSAAN
OLEH
RIZKI ISNANDAR

Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap
keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang
ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan
pemerkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan
tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan
keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya.

Untuk mengetahui dan menjelaskan tindakan yang dilakukan penyidik jika
visum et revertum tidak mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan
pada korban perkosaan, dan juga untuk mengetahui dan memahami kriteria visum
et revertum yang dapat dikatagorikan sebagai keterangan ahli dalam tindak pidana
perkosaan

Berdasarkan hasil penelitian dipahami tindakan yang dilakukan penyidik
jika visum et revertum tidak mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan
pada korban perkosaan,maka akan dilakukan upaya/tindakan oleh penyidik untuk
menemukan dan membuktikan adanya unsur tersebut atau unsur ancaman
kekerasan, seperti pemeriksaan terhadap pelaku , saksi-saksi dan korban untuk
mendapatkan keterangan selengkap mungkin, pemeriksaan dan penyitaan barang
benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana
pemerkosaan, khususnya yang menunjukkan terjadinya unsur kekerasan terhadap
korban, serta bila perlu dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara.

Kriteria visum et revertum yang dapat dikatagorikan sebagai keterangan
ahli dalam perkosaan meliputi: (a) keterangan ahli, (b) surat, (¢) petunjuk.

Kata kunci: Tindakan penyidik jika visum et revertum tidak mencantumkan
mencantumkan tanda kekerasan korban perkosaan.
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BAB. 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan pada
hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (materille
waarheid) terhadap perkara tersebut.' Hal ini dapat dilihat dan adanya berbagai
usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti
yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan
pendahuluan seperti penyidikan dan menuntutan maupun pada tahap persidangan
perkara tersebut. Usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari
kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya
kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan di atas, maka dalam proses
penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan
bukti° maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap
mungkin. Adapun mengenai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas
dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1) yang

berbunyi sebagai berikut:

'Lilik Muyadi, Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktik dan Permasalahannnya,
Alamni, Bandung, 2007, hlm. 37



Alat bukti yang sah adalah:

Keterangan saksi,
Keterangan ahli,
Surat,

Petunjuk,

Keterangan terdakwa.

o poe oP

Dalam upaya memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan
pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para aparat penegak hukum
dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan
sendiri dikarenakan  masalah tersebut berada di luar kemampuan atau
keahliannya.” Dalam hal demikian maka bantuan secorang ahli sangat penting di
perlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnya bagi
para penegak hukum tersebut.

Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan
yang terkait dengan membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu
perkara pidana. A.Karim Nasution menyatakan: Meskipun pengetahuan,
pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas dari
pada orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap
terbatas adanya, maka oleh sebab itu selalu ada kemungkinan bahwa ada
soal-soal yang kemampuan dan keahliannya untuk tidak dapat dipahami
secukupnya oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun
seorang hakim di muka persidangan sehingga ia perlu diberi pertolongan
'oleh orang-orang yang memiliki suatu pengetahuan tertentu. Agar tugas-
tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik
dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari
orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut. .

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai
permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan dalam KUHAP. Untik

permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada Pasal 120

Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Patahaem,

Jakarta, 1996, him. 18
*A. Karim Nasution, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Kasus Pidana, Jilid II, Tanpa

Penertbit, 1975



ayat (1) yang menyatakan: “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta
pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap
pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) yang menyatakan:
“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul
disidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat
pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Mengenai
keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua Pasal diatas, diberikan
pengertiannya pada Paal 1 butir 28 KUHAP, yang menyatakan: “Keterangan
adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus
tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna
kepentingan pemeriksaan”.

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan
perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan,
mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat
terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan
keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai mengenai
pelaku tindak pidana, serta pada kahirnya dapat membantu hakim dalam
menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan
atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tndak pidana, tahapan ini
mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap

pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan



penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau pihak lain yang diberi
wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat
membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal
ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di
pengadilan. Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses
pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga
mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan
mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu
perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantﬁng
terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana
wvang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan,
penganiayaan dan pemerkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik
membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensic atau dokter ahli
lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang
selanjutnya.*

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik
sntuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan
ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “TINDAKAN YANG DILAKUKAN
PENYIDIK JIKA VISUM ET REVERTUM TIDAK MENCANTUMKAN

KETERANGAN TANDA KEKERASAN PADA KORBAN PERKOSAAN”

“Soejatmiko, /Imu kedokteran Forensik, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya,
Misiane 2001, him. 1



B. Permasalahan
Adapaun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan yang dapat dilakukan penyidik jika visum et revertum
tidak mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada korban
perkosaan ?

2. Bagaimanakah kriteria visum et revertum yang dapat dikatagorikan

sebagai keterangan ahli dalam tindak pidana perkosaan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran
terhadap tindakan dilakukan penyidik jika visum et revertum tidak mencantumkan
keterangan mengenai tanda kekerasan pada korban perkosaan, tanpa menutup
kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tindakan yang dilakukan penyidik jika
visum et revertum tidak mencantumkan keterangan mengenai tanda
kekerasan pada korban perkosaan;

2. Untuk mengetahui dan memahami kriteria visum et revertum yang dapat
dikatagorikan sebagai keterangan ahli dalam tindap pidana perkosaan..
Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis

wvang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu



pengetahuan, khusus hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan

pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan
vang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan
dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tida terjadi kesimpangsiuran
penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini
akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan
judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Visum et Revertum adalah: suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh
dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang
diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.’

2. Perkosaan adalah: bagian dari kekerasan terhadap perempuan yang terdiri
atas kekerasan fisik, psikis dan seksual.®

3. Penyidik adalah: Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat

| pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 angka 1 KUHAP).

E. Metode Penelitian
Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum,

ferutama yang bersangkut paut dengan tindakan yang dilakukan penyidik jika

*Abdul Mun’in, Pedoman Kedokteran Forensik, Bina Aksara, Jakarta, 1997, him. 3
®Agus Poerwadianto, Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM (Kajian Filosofis
Mesodologi Pembuktian Hukum), Disertasi, Program Studi Filsafat UI, Jakarta, 2003, him. 65



visum et revertum tidak mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan
pada korban perkosaan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum
normatif yang bersifat diskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk
menguji hipotesa.
1. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian
kepustakaan (/ibrary research) dengan cara mengkaji:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat
seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan
peraturan yang berlaku;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa,
pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan
permasalahan dalam skripsi ini;

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelasakan bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepeti kamus bahasa,
ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data
Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data
yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan
editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai
kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, schingga terhindar dar

kekeliruan dan kesalahan.



3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk

mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat

deksriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh

dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu

kesimpulan yang bersifat umum.

7

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan

tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. L

Bab._ 11

Bab. IIL

Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.

Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan
mengenai pengertian penyidik dan penyidikan, pengertian visum et
revertum, pengertian perkosaan.

Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara
khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti
mengenai tindakan yang dilakukan jika visum et revertum tidak
mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada korban

perkosaan, dan juga untuk mengetahui kriteria visum ef revertum yang

"Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997,



Bab. IV.

dapat dikatagorikan sebagai keterangan ahli dalam tindak pidana
perkosaan.
Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi

ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.
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